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Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2010, tanggal
28 Desember 2010, tentang Perlunya Pembentukan Standard Operation
Procedure oleh setiap Pengadilan Tingkat Banding.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,
No.W1-TUN/23/UM/IV/2011, tanggal 1 April 2011 tentang Standard
Operation Procedure Bidang Yudisial dan Non Yudisial Sewilayah

Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Bahwa untuk pedoman atau acuan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-
masing Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka perlu
ditetapkan Standard Operation Procedure Bidang Yudisial dan Non
Yudisial ;

Bahwa di samping pedoman atau acuan yang disebutkan di atas,
Standard Operation Procedure tersebut, juga merupaka alat pengukur
kinerja para Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang
berkaitan dengan ketepatan program dan waktu pelaksanaan tugas
masing-masing ;

Bahwa oleh sebab itu perlu ditetapkan Standard Operation Procedure
Bidang Yudisial maupun Non Yudisial, yang berlaku di Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang, dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang seperti yang diuraikan dalam lampiran
keputusan ini ;

Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;



Menetapkan

Pertama

Kedua

Undang-Undang No0.10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan Ujung Pandang ;

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.13 Tahun 2010 tanggal 28
Desember 2010 tentang Pembuatan Standard Operation Procedure bagi
setiap Pengadilan Tingkat Banding ;

Pengarahan/instruksi Ketua Mahkamah Agung RI pada Rapat Kerja
Nasional tanggal 11 Oktober 2010 di Balikpapan, Rapat Koordinasi
Pimpinan Mahkmah Agung RI dengan Para Ketua Tingkat Banding dari
4 lingkungan Peradilan, tanggal 23 Februari 2011 di Jakarta ;

Hasil Rapat Koordinasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dengan para Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara se-Indonesia tanggal 25 Februari 2011, 17
Maret 2011, dan 20 s/d 22 Maret 2011 di Jakarta ;

Persetujuan Para Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha
Negara Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
pada Rapat Koordinasi tanggal 07 s/d 09 Maret 2011 di Medan ;

MEMUTUSKAN :

Memberlakukan Standard Operation Procedure Pelaksanaan Tugas
Bidang Yudisial dan Non Yudisial di Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang ;

Standard Operation Procedure dimaksud adalah Standard Operation
Procedure dalam lampiran SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan tanggal 1 April 2011 No.W1-TUN/23/UM/IV/2011.
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